Pertemuan Kesebelas

PENYELENGGARAAN 
PEMERINTAHAN  TINGKAT  DAERAH
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Wilayah NKRI yang luas dengan penduduk yang beragam merupakan kenyataan yang membatasi kemungkinan penyelenggaraan pemerintahan secara sentralistik. Selain itu jauh sebeleum masa penjajahan, telah terdapat satuan-satuan asli baik kerajaan atau desa atau marga / kuria / kota / gampong / nagari, dan sebagainya.

Pemerintahan Asli adalah desa di Jawa atau luar Jawa yang merupakan pemerintahan asli Indonesia, bercorak demokratis yang dapat dipersamakan dengan Swapraja. Pemerintahan desa diatur dan diselenggarakan menurut Hukum Adat.

Desentralisasi sebagai sendi Ketatanegaraan NKRI tidak hanya dihadapkan pada kenyataan wilayah NKRI yang luas dan beragam (Bhinneka Tunggal Ika), melainkan di dorong pula oleh pertimbangan untuk membentuk pemerintahan di daerah yang sesuai dengan sistem pemerintahan NKRI atau UUD 1945 dan Pancasila.

Asas Desentralisasi

· Penyerahan urusan pemerintahan, dari pusat ke daerah, atau dari daerah yang tingkatnya lebih tinggi ke yang lebih rendah. 

· Asas ini menimbulkan otonomi daerah.

Otonomi Daerah

· Hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

· OTDA ini menimbulkan daerah otonom.

Daerah Otonomi

· Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan NKRI sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Karena tidak semua urusan pemerintahan dapat diserahkan kepada daerah menurut asas desentralisasi, maka penyelenggaraan perbagai urusan pemerintah pusat di daerah dilaksanakan oleh perangkat pemerintahan pusat di daerah berdasarkan asas dekonsentrasi.

Asas Dekonsentrasi

· Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pejabat daerah..

· Urusan yang dilimpahkan oleh pemerintah kepada pejabat di daerah tetap menjadi tanggungjawab pemerintah pusat.

Asas Tugas Perbantuan (medebewind)

Tugas dari pemerintah pusat yang dilaksanakan di daerah denagn menggunakan perangkat pemerintah daerah dan pemerintah daerah berkewajiban mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemerintah pusat.

Perbedaan

Asas Desentralisasi, bagian urusan pemerintahan yang diserahkan itu menjadi tanggungjawab sepenuhnya Pemda.

Asas Dekonsentrasi, bagian urusan pemerintahan yang diserahkan itu tetap menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.

Pada Asas Perbantuan, tanggungjawab tetap pada pemerintah pusat.

Catur Praja:

1. Fungsi pemerintahan dalam arti sempit (bestuur)

2. Fungsi kepolisian, menjalankan tindakan pencegahan terhadap timbulnya pelanggaran terhadap tertib hukum dalam usahanya untuk memelihara tata tertib masyarakat.

3. Fungsi mengadili, menyelesaikan sengketa.

4. Fungsi membuat peraturan (reguleren)

(Prof. Van Vollenhoven dalam buku “Staatrechtoverzee)

Pancapraja:

1. Fungsi melaksanakan kesejahteraan / pelayanan umum (bestuurszorg)

2. Fungsi pemerintahan dalam arti sempit (bestuur)

3. Fungsi kepolisian

4. Fungsi mengadili

5. Fungsi membuat peraturan

Pemerintahan Daerah (PEMDA). 

Terdiri dari Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Kepala Daerah tidak bertanggungjawab kepada DPRD, sehingga tidak dapat dijatuhkan DPRD karena suatu mosi tidak percaya. Sama seperti Presiden yang tidak dapat dijatuhkan oleh DPR, karena Presiden tidak bertanggungjawab kepada DPR melainkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

Alat Perlengkapan Daerah.

Selain Kepala Daerah dan DPRD, Pemda dilengkapi dengan Sekretaris DPRD, Sekretaris Daerah, Badan Pertimbangan Daerah.

Sekretariat menjalankan tugas dan fungsi staff. Badan Pertimbangan Daerah adalah forum yang memberikan pendapat saran dan usul kepada Kepala Daerah, baik diminta maupun tidak diminta.

Keuangan Daerah

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

2. Pemberian Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang lebih atas tingkatannya.

3. Pinjaman yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Daerah sepersetujuan DPRD.

Setelah Pokok Bahasan ini,  mahasiswa diharapkan:


dapat menjelaskan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi


dapat menjelaskan mengenai otonomi daerah dan daerah otonomi


dapat menjelaskan mengenai caturpraja dan pancapraja
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